PRESIDEN
REFUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISAS, DAN

Menimbang:

Mengingat :

M enetapkan:

TATA KERJA MENTERI NEGARA

PRES DEN REPUBLIK INDONES A

bahwa ddam rangka mendukung tersdenggaranya tetib administras  pemerintahan,
dipandang perlu menyempurnekan Keputusan Presden Republik  Indonesa  Nomor
101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tuges, Fungd, Kewenangan, Susunan
Organisad, dan Tata Kerja Menteri Negara:

1
2.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasdl 17 Undang-Undang Dasar 1945;

UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Paauran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerinteh dan Kewenangan Proping ssbaga Dagrah  Otonom(Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

Keputussn  Presden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tuges,
Fungs, Kewenangan, Susunan Organisad, dan Tata Kerja Menteri Negarg;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGS, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
MENTERI NEGARA.

Pasal 1

Bebergpa ketentuan ddam Keputusen Presden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tuges,
Fungs, Kewenangan, Susunan Organisas, dan Tata Kerja Menteri Negara, diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasd 16 diubah, sehingga sduruhnya berbunyi sebagal berikut:
“Pasal 16

Meneg LH mempunyai tuges membantu Presden ddam merumusken kebijakan dan
koordinas di bidang pengdolaan lingkunga hidup dan pengenddian dampak lingkungan.”

2. Ketentuan Pasd 17 diubah,sehingga sduruhnya berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 17

Ddan mdaksanakan tuges sbagamana dimeksud ddam Pesd 16, Meneg LH
menyelenggarakan fungs:

a  Paumusn kebijeken pemeinteh di  bidang pengdolaan lingkungan hidup dan
pengenddian dampak lingkungan;

b. Pengkoordinesan dan Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program,
pemantauan, andids dan evduas di bidang pengdolaan lingkungan hidup dan
pengenddian dampek lingkungan;

c. Fadlitas dan pembineen tehadgp kegiagan indand pemerinteh di  bidang
pengelolaan lingkungan hidup dan pengenddlian dampak lingkungan;

d.  Penyampaan laporan hesl evduas,saran, dan petimbangan di bideng tuges dan
fungsinyakepada Presiden.”

3. Keentuan Pasd 18 diubah,sehingga seluruhnya berbunyi sebagal berikut:
“Pasal 18

Ddam menydenggarakan fungs sebagamena dimeksud ddam Pesd 17, Meneg LH

mempunya kewenangan:

a. penetgpan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

b. penetgpan pedoman untuk menentukan dandar  pdayanen  minimad  yang  waib
dilaksanakan oleh Kabupatern/Kota di bidangnya:

C. penyusunan rencananasiond secaramakro di bidangnya;

d. pembineen dan pengavasan aas penydenggaraan otonomi  daerah yang  mdiputi
pemberian pedoman, bimbingan, patihan, arahan, dan supervis di bidangnya;

e. penetgpan pedoman pengdolaan dan pelindungan sumber daya dam ddam rangka
pelestarian lingkungan;

f. pengauran penergpan perjanjian dau persstujuan intermnesiond yang disshken atas nama
negaradi bidangnya;

g. penetgpan Sandar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;

h.  penetgpan kebijakan sstem informas nesiond di bidangnya;

i. penetapan persyaratan kudifikas usahajasadi bidangnya

j-  penetgpan pedomen pengenddian sumber daya dam dan pdedarian fungs lingkungan di

bidengnya;

k. pengauran pengdolaan lingkungan ddam pemanfastan sumber daya laut di luar 12 (dua
belas) mil;

. pendgoan baku mutu lingkungan hidup dan penelgoan pedoman tentang pencemaran
lingkungan hidup;
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m penetgpan  pasyadan  akredites lembaga  pendidkan dan  satifikes  tenaga
professond/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
n. penilaan andiss mengena dampak lingkungen bagi  kegiatankegiatan yang potensd
berdampak negatif pada masyarakat luas davatau menyangkut pertahanan dan keamanan,
yang lokasnya mdiputi lebih dai sau wilayah Propind, kegiaan yang belokes di
wilayah sengkela dengan negara lain di wilayah laut di bawah 12 (dua bdasmil dan
berlokad di lintas batas negarg;
penetgpan pedoman tentang konservas sumber dayadam,
p. kewenangan lan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yatu:
1 peaksanaen kebijaken tertentu di  bidang pengdolaen lingkungan hidup den
pengenddian dampak lingkungan;
2) pemberian izin ddam pengeolaen limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
mdiputi:  penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau  penimbunan  limbeh

o

bahan berbahaya dan beracun;
3 pemantauan  pengelolaan  lingkungan  hidup dan  pengenddian  dampek
lingkungan.”

4. Keentuan Pasal 26 diubah, sehingga seuruhnya berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 26

Ddan mdaksanakan tugas sebegamana dimeksud ddam Pesal 25, Meneg PPN
menye enggarakan fungs:

a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nesond,;

b. pengkoordinasian kehijakan perencanaan pembangunan nasond semua sektor;

C. pengkoordinesan dan Peningkatan keterpaduan penyusunan  rencana  dan  program,
pemantauian, andiss, dan evauas di bidang perencanaan Pembangunan nasiond;

d. penyusunan Rancangan Anggaan Pendgpatan dan Bedanja Negara yang dilaksanakan
bersama-sama dengan Depatemen Keuangan dan Badan Perencanaan  Pembangunan
Nasond;

e. penyampaan lgporan hasl evdued, saan, dan petimbagan di bidang tuges dan
fungsinyakepada Presiden.”

5. Di antara Pasd 56 dan Pasd 57 ditambahkan 1 (sau) pasd baru yatu Pasa 56A, yang
berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 56A
Dengan berlakunya Keputusan Presden ini meka tuges, fungs, kewenangan Badan
Pengenddian Dampak Lingkungan yang ditetgpkan berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku didihkan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup.”
Pasd I

Keputusan Presden ini mula berlaku padatanggd ditetapkan

Ditetepkan di Jekarta
Pada tanggd 7 Januari 2002
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PRESIDEN REPUBLIK INDONES A
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MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Sdinan s=ual dengan adinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 11

Edy Sudibyo
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